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P U T U S A N 

Nomor    /Pdt.G/2024/PN Kla 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan memutus perkara 

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara gugatan antara: 

  Penggugat, berkedudukan di  Kabupaten Lampung Selatan, 

Lampung dalam hal ini memberikan kuasa 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal  23 April 

2024, selanjutnya disebut sebagai  Penggugat ;  

Lawan: 

  Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, 

Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;  

  Pengadilan Negeri tersebut; 

 Setelah membaca berkas perkara; 

Setelah mendengar Penggugat;  

TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 

2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri 

Kalianda pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN 

Kla, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:  

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami 

istri yang sah, pada tanggal 02 Juni 2014 telah melangsungkan 

perkawinan menurut Agama Hindu perkawinan tersebut tercatat di 

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten  Lampung 

Selatan Provinsi Lampung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan; 

2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat  didasari rasa suka sama 

suka, Penggugat bersetatus jejaka dan Tergugat bersetatus perawan; 

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

kediaman orangtua Tergugat yang beralamat Desa Sidowaluyo 

Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan hingga 

memutuskan untuk bertempat tinggal di rumah kediaman bersama 

yang beralamat di Lampung Selatan sampai dengan berpisah; 

4. Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana 

layaknya suami isteri dan di karuniai satu orang anak yang bernama 

Anak I; 
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5. Bahwa pada awal perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun 

sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tanggal 09 April 2023  

rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi 

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat 

dan Tergugat sebagai berikut : 

a. Dimana Tergugat menuduh Penggugat menghambur-hamburkan 

uang dan menjalin hubungan Khusus dengan sepupu Penggugat, 

hingga berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat; 

b. Bahwa Tergugat kuarang jujur masalah keuangan hingga Tergugat 

diketahui telah menggadaikan motor milik Penggugat dan orangtua 

Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat 

c. Adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat 

(campurtangan keluarga),  hal inilah yang menjadi pemicu 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah mengetahui  

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah pula  

berusaha mendamaikan (Mediasi) agar rukun kembali antara 

Penggugat dan Tergugat namun sampai saat diajukan Gugatan cerai 

ini, usaha tersebut tidak berhasil. 

7. Bahwa puncak dari keributan dan perselisihan antara Penggugat dan 

Tergugat  terjadi pada bulan September 2023 dengan sebab yang 

sama pada dalil ke-5 Penggugat sudah tidak tahanlagi dengan sikap 

Tergugat yang selalu bersifat egois dan selalu berpihak pada pihak 

ketiga tersebut hingga akhirnya terjadi pertengkaran yang hebat 

dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat, yang berakibat 

Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan 

memilih untuk pulang kerumah orangtua Penggugat, 

8. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang 

jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan terjadinya perselisihan 

secara terus menerus, sesuai dengan Pasal 19 huruf F Peraturan 

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Penggugat 

mengajukan Gugatan Cerai ini. 

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 

Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan 
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Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian tujuan tersebut tidak 

mungkin tercapai dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terus 

menerus terjadi percekcokan berakibat Penggugat sudah tidak 

mempunyai rasa cinta dan kasih sayangnya lagi terhadap Tergugat, 

dan bila salah satu pihak saja sudah kehilangan rasa cinta dan kasih 

sayangnya, maka cinta ideal bagi suatu kehidupan rumahtangga 

tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan apabila 

perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan 

akan menimbulkan dampak negatif baik terhadap Penggugat sendiri 

maupun diri Tergugat oleh karenanya jalan satu - satunya dalam 

upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Penggugat dan 

Tergugat adalah mengajukan Gugatan Cerai ini. 

10. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Penggugat 

telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan 

hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu  

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda dalam 

hal ini Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo 

kiranya berkenan memberikan  putusan yang amarnya berbunyi, 

sebagai berikut: 

PRIMER : 

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat. 

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat  dengan Tergugat  

menurut Agama Hindu, Putus Karena Perceraian di Sidang 

Pengadilan Negeri Kalianda. 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang  berlaku. 

SUBSIDAIR :  

Atau Jika Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini 

berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adil nya (ex aequo et bono).      

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk 

Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak 

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk 

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Mei 

2024, tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 22 Mei 2024, telah dipanggil dengan 

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh 

sesuatu halangan yang sah;  

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di 

persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian di 
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antara para pihak yang bersengketa sebagaimana ditentukan dalam 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi 

di Pengadilan; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 149 Rbg, oleh karena 

Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan jawabannya, walaupun telah 

dipanggil dengan sah dan patut, maka gugatan Penggugat akan diperiksa 

diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat; 

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan 

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan  oleh 

Penggugat;  

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah 

menghadirkan bukti surat sebagai berikut: 

- Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama 

Penggugat; 

- Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga; 

- Bukti P-3 berupa Kutipan Akta perkawinan untuk istri yang 

dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;  

- Bukti P-4 berupa Surat Keterangan Domisili; 

Dimana terhadap seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai 

cukup dan telah sesuai dengan aslinya; 

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah 

pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:  

1. Saksi I, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai 

berikut: 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di 

Lampung Selatan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama 

Mangku Niarsih; 

- Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu statusnya 

bujang dan gadis serta berdasarkan suka sama suka; 

- Bahwa  saksi datang pada saat Penggugat dengan Tergugat 

menikah; 

- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu 

dengan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama mangku 

Niarsih; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung 

Selatan; 
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- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak 

laki-laki; 

- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat; 

- Bahwa sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat 

yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat 

menghambur-hamburkan uang dan menjalin hubungan Khusus 

dengan sepupu Penggugat, hingga berkata-kata kasar yang 

menyakitkan hati Penggugat, Bahwa Tergugat kuarang jujur masalah 

keuangan hingga Tergugat diketahui telah menggadaikan motor milik 

Penggugat dan orangtua Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan 

Penggugat, adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Penggugat dan 

Tergugat (campur tangan keluarga),  hal inilah yang menjadi pemicu 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

- Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan cara banting-banting 

barang-barang rumah tangga bahkan sekali-kali ada kekerasan fisik; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 

serumah yaitu sejak tahun 2023; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari masalah 

kecil jadi pertengkaran dan selama 1(satu) tahun cekcok terus 

menerus terutama masalah ekonomi; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi 

tidak berhasil; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi 

disatukan; 

2.   Saksi II, di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya 

menerangkan sebagai berikut: 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di 

Lampung Selatan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama 

Mangku Niarsih; 

- Bahwa saat Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu statusnya 

bujang dan gadis serta berdasarkan suka sama suka; 

- Bahwa  saksi datang pada saat Penggugat dengan Tergugat 

menikah; 
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- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah yaitu 

dengan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama mangku 

Niarsih; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Lampung 

Selatan; 

- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu orang anak 

laki-laki; 

- Bahwa awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 

orang tua Tergugat; 

- Bahwa sering terjadi percekcokan antara Penggugat dan Tergugat 

yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat 

menghambur-hamburkan uang dan menjalin hubungan Khusus 

dengan sepupu Penggugat, hingga berkata-kata kasar yang 

menyakitkan hati Penggugat, Bahwa Tergugat kuarang jujur masalah 

keuangan hingga Tergugat diketahui telah menggadaikan motor milik 

Penggugat dan orangtua Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan 

Penggugat, adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Penggugat dan 

Tergugat (campur tangan keluarga),  hal inilah yang menjadi pemicu 

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat 

- Bahwa Tergugat sering marah-marah dengan cara banting-banting 

barang-barang rumah tangga bahkan sekali-kali ada kekerasan fisik; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal 

serumah yaitu sejak tahun 2023; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dari masalah 

kecil jadi pertengkaran dan selama 1(satu) tahun cekcok terus 

menerus terutama masalah ekonomi; 

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan tetapi 

tidak berhasil; 

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi 

disatukan; 

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam 

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap 

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; 

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-

hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada 

pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dari Penggugat kepada 

Tergugat; 

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa 

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap 

untuk mewakilinya serta tidak juga mengirimkan Jawaban, meskipun 

berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut, 

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh 

sesuatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat 

tersebut merupakan suatu fakta hukum bahwa Tergugat tidak menggunakan 

haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Rbg menyatakan, ”Jika pada 

hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil secara patut, tidak 

datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, 

maka gugatan dikabulkan dengan verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri 

berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan”. 

(Lihat: O. Bidara dan Martin P. Bidara, Hukum Acara Perdata Ketentuan 

Perundang-Undangan, yurisprudensi-yurisprudensi dan Pendapat 

Mahkamah Agung RI, Cet. Ke-2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987, hal. 29); 

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas 

panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya oleh 

Tergugat, maka dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, 

Majelis Hakim berpendirian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan 

selanjutnya perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek); 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan 

untuk dikabulkan ataukah tidak; 

Menimbang, bahwa Adapun pokok persengketaan dalam perkara a 

quo adalah : 

 Apakah perceraian antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan 

istri, dapat dikabulkan? 

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, 

bahwa isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai Gugatan 

Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, dengan alasan 

adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi 

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan 

Tergugat dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat menghambur-
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hamburkan uang dan menjalin hubungan Khusus dengan wanita lain, hingga 

berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat; 

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokokpermasalahan 

maka, akan dipertimbangkan terlebih dahulu terkait “Apakah di antara 

Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut 

hukum?”; 

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan,”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: 

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;  

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku; 

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu 

perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu dan di samping itu tiap-tiap perkawinan 

harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 

peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, 

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi 

yang juga dimuat dalam daftar pencatatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dihubungkan dengan Penjelasan 

Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh 

pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan 

perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya; 

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok persoalan adalah 

bagaimana jika suatu perkawinan dilaksanakan menurut hukum adat? 

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut Mahkamah 

Agung Republik Indonesia, melalui Putusan Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 
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28 Juli 2008, pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan 

secara adat Cina (Tionghoa) adalah sah; 

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa 

perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat 

terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 

perkawinan; 

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dapat 

disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan terhadap ”perkawinan 

yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, 

untuk dapat dicatatkan maka suatu perkawinan harus sah terlebih dahulu; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta 

perkawinan Nomor 1801-KW-02062014-0001 tertanggal 25 April 2024, yang 

menerangkan bahwa antara Putu Saputra Jaya (Penggugat) dan Wayan Yuli 

Safitri (Tergugat) adalah merupakan pasangan suami isteri yang sah dan 

pernikahan mereka telah didaftarkan di  Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan tanggal 25 April 2024, 

diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan 

suami isteri yang sah dan diakui Pemerintah; 

Menimbang, berdasarkan Bukti P-3 pernikahan yang dilakukan oleh 

Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan yang sah dan telah sesuai 

dengan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda 

Penduduk Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di 

Lampung Selatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga  

Nomor 1801071602150005 diperoleh bukti bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat pernah hidup bersama dalam satu Keluarga dan diakui Pemerintah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Surat 

Keterangan Domisili yang menerangkan bahwa antara Penggugat saat ini 

berdomisili di Lampung Selatan dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi 

dengan Tergugat; 

Menimbang, berdasarkan Bukti P-4 bahwa antara Penggugat dan 

Tergugat saat ini sudah pisah rumah dan sudah tidak tinggal lagi satu rumah; 
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Menimbang, bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

terus menerus antara Penggugat dan Tergugat  dikarenakan Tergugat 

menuduh Penggugat menghambur-hamburkan uang dan menjalin hubungan 

Khusus dengan sepupu Penggugat, hingga berkata-kata kasar yang 

menyakitkan hati Penggugat, Tergugat kurang jujur masalah keuangan 

hingga Tergugat diketahui telah menggadaikan motor milik Penggugat dan 

orangtua Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Adanya 

pihak ketiga dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat (campurtangan 

keluarga),  hal inilah yang menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat 

dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 

tangga; 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh 

Penggugat, yaitu Saksi I dan Saksi II, diperoleh keterangan bahwa 

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah 

pada 2014, menurut Agama Hindu, yang mana setelah menikah mereka 

tinggal dalam satu rumah di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat 

di Lampung Selatan dan kemudian memutuskan memutuskan untuk 

bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di abupaten 

Lampung Selatan dan dari pernikahan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang 

Anak laki-laki yang bernama Anak I; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat sebagai berikut: 

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilakukan 

menurut tata cara Agama Hindu yang telah dilangsungkan dihadapan 

pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku Niarsih pada tahun 

2014 di Lampung Selatan dan telah didaftarkan di  Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan 

tanggal 25 April 2024 adalah sah menurut hukum, karena 

perkawinan tersebut telah dilangsungkan menurut ajaran agama 

Penggugat dan Tergugat, sehingga memenuhi syarat sah perkawinan 

sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun  2024 telah 

melangsungkan pernikahan dan telah tercatat di Kantor Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan; 

- Bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi syarat perkawinan; 
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- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah 

hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri; 

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 

(satu) orang; 

- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan 

atau merasa dirugikan dengan perkawinan Penggugat tersebut;  

   Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim 

berpendapat bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut 

telah memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan Undang-undang No.1 

Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan,Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim 

berpendapat bahwa  perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang 

dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2014 di Pura Sidowaluyo, Kecamatan 

Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan adalah sah; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan pokok permasalahan perkara a quo, yakni “Apakah 

gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan?”; 

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena 

kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, 

bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. 

Di dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-

alasan: 

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 

penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 

atau karena hal lain di luar kemampuannya; 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung; 
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d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 

berat yang membahayakan pihak lain; 

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 

akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 

suami/istri; 

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga; 

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan ingin bercerai dengan 

Tergugat, dengan alasan karena karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai 

berikut : 

a. Dimana Tergugat menuduh Penggugat menghambur-hamburkan 

uang dan menjalin hubungan Khusus dengan sepupu 

Penggugat, hingga berkata-kata kasar yang menyakitkan hati 

Penggugat; 

b. Bahwa Tergugat kuarang jujur masalah keuangan hingga 

Tergugat diketahui telah menggadaikan motor milik Penggugat 

dan orangtua Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan 

Penggugat 

c. Adanya pihak ketiga dalam rumahtangga Penggugat dan 

Tergugat (campurtangan keluarga),  hal inilah yang menjadi 

pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan tidak 

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

 Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat 

dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, di mana Penggugat sekarang 

tinggal di rumah orang tuanya yaitu di Desa Sidowaluyo RT.001 RW.001 

Kecamatan Sidomulyo Kab.Lampung Selatan sedangkan Tergugat masih 

tinggal di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu di Desa 

Sidowaluyo RT.002 RW.007 Kecamatan Sidomulyo Kab.Lampung Selatan 

serta baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan 

kewajibannya sebagai suami istri; 

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil tersebut dieprkuat pula dengan 

adanya keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu 

Saksi Nyoman Sutaye dan saksi Ketut Agus Wibawa, diperoleh keterangan 

bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal 
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serumah lagi karena Penggugat pada tahun 2023 Penggugat pergi 

meninggalkan Tergugat dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi 

dengan sikap Tergugat yang egois sehingga antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan 

kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi, diperoleh bukti bahwa 

Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak ingin hidup bersama lagi 

dalam satu Keluarga dalam ikatan perkawinan dan Tergugat sendiri tidak 

ada iktikad baik untuk mempertahankan untuk menyelamatkan 

perkawinannya; 

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil-dalil yang disampaikan oleh 

Penggugat terkait dengan penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran, 

namun dengan memperhatikan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim 

berpendapat sebagai berikut: 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak terdapat 

ketidakcocokkan dan telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan 

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga; 

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat keinginan 

untuk bercerai dan tidak mempunyai itikad untuk hidup bersama, 

bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu 

rumah; 

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat 

beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang telah memuat kaidah hukum, 

antara lain sebagai berikut:  

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 

1996, terdapat kaidah hukum yaitu: ”Bahwa dalam hal perceraian 

tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau 

karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat 

dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat 

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah 

pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi”; 

b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 

September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu: ”Bahwa dalam suatu 

perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup 

rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui 

oleh Penggugat dengan dikuatkan keterangan para saksi, maka 
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gugatan Penggugat (pihak isteri) yang memohon perkawinan putus 

karena perceraian dapat dikabulkan”; 

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 

Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: ”Pengertian cekcok 

yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheelbare tweespalt) 

bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, 

akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya 

cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”; 

d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 

September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu: ”Suami istri yang telah 

pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan 

sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran 

sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga 

dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan 

beberapa Putusan Mahkamah Agung RI di atas, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum 

bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan 

untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan 

terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat 

alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat 

bercerai atas perkawinannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan,  ternyata 

bahwa Tergugat sendiri tidak pernah hadir atau tidak ada mengirimkan 

wakilnya untuk di persidangan kendatipun Tergugat telah dipanggil secara 

patut, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat sendiri tidak ada 

iktikad baik untuk mempertahankan untuk menyelamatkan perkawinannya; 

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, dikaitkan dengan Pasal 19 

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka telah 

terdapat bukti yang menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat 

dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali 

sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi 

Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah 

menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas 

perkawinannya; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

Majelis Hakim berpendirian, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat 

terdapat perkawinan yang sah menurut hukum dan telah terdapat alasan 

yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai 

atas perkawinan tersebut; 

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;  

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan 

Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan 

semua, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka 

akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan 

Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan 

Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat 

bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah 

dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut 

hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit 

diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dan kepergiatan Tergugat 

dalam jangka waktu yang lama telah menimbulkan ketidakpastian bagi diri 

Penggugat, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi 

Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan: 

(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk 

berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan 

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa 

bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu 

terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian 

dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 

(2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda 

dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan 

dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) 

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah 

dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai 

Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai 
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Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan 

perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar 

negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di 

Jakarta;. 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 75 ayat (4) 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang 

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, 

maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalianda atau 

Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, 

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Lampung Selatanatau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu untuk 

didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. 

 Menimbang, bahwa secara normatif dan imperatif telah ditentukan 

bahwa suatu perceraian bagi penduduk non muslim dianggap terjadi beserta 

segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar 

pencatatan kantor catatan sipil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 

34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; 

 Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, 

bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap 

penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca 

perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

berikut peraturan pelaksananya; 

 Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan 

limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian 

tersebut untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana yang ditugaskan untuk itu paling 

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagai konsekwensi yuridisnya, 

maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi 

Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, yang menerima laporan perceraian 

tersebut wajib mencatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya 

menerbitkan kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat; 
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 Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan tuntutan subsidair, yang 

didasarkan prinsip keadilan moral (moral justice) dan keadilan hukum (legal 

justice), maka Majelis berpendapat agar kedua belah pihak in casu 

PenggugatdanTergugat diwajibkan melaporkan perceraian a quo ke Kantor 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan 

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh 

kekuatan hukum tetap; 

 Menimbang, bahwa mengenai berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tersebut, serta mendasarkan pada petitum subsidair dari 

Gugatan Penggugat, yang memohon agar Majelis Hakim memutus perkara 

aquo dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono), dihubungkan dengan asas 

kemanfatan dan kepastian hukum, maka Majelis Hakim akan menambahkan 

dalam amar putusannya terkait hal-hal tersbeut yang selengkapnya 

sebagaimana tertuang di dalam amar putusan ini; 

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas 

panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta 

gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang 

telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, 

dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, harus dinyatakan 

tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;  

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan 

Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk 

membayar biaya perkara; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

maka terkait dengan petitum ke-1 (kesatu), Gugatan Penggugat dikabulkan 

untuk seluruhnya dengan verstek; 

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 

Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinanserta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk 

menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek; 
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3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat  dengan Tergugat  yang 

dilangsungkan pada tahun 2014 menurut Agama Hindu, Putus Karena 

Perceraian; 

4. Memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Kalianda 

mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian ini yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi 

Pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dicatatkan dalam register  

yang diperuntukkan untuk itu; 

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan 

perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau Instansi Pelaksana yang 

ditugaskan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan 

pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap 

untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya 

diterbitkan Kutipan Akta Perceraian; 

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai 

hari ini ditetapkan sejumlah Rp.317.400,00 (Tiga ratus tujuh belas ribu 

empat ratus rupiah); 

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh 

kami, Galang Syafta Arsitama, S.H.., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ajie Surya 

Prawira, S.H. dan Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk 

umum pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dengan dihadiri oleh 

Sarinawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara 

elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. 

 

Hakim Anggota, Hakim Ketua, 

   TTD.           TTD. 

Ajie Surya Prawira, S.H.                          Galang Syafta Arsitama, S.H.., M.H. 

        TTD. 

Ryzza Dharma, S.H. 
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Panitera Pengganti, 

TTD. 

Sarinawati, S.H.  

 

 

Perincian biaya  :            
1. Materai  ...................................  

2. Redaksi  ..................................  

: 

: 

Rp10.000,00; 

Rp10.000,00; 

3. Biaya ATK  ..............................  : 
Rp101.000,00; 

                      Rp. 8.400,00; 

4. PNBP panggilan ......................  : Rp10.000,00; 

5. Panggilan  ...............................  : Rp48.000,00; 

6. Biaya pendaftaran ...................  : Rp30.000,00; 

7. Biaya Sumpah  ........................  : Rp100.000,00; 

Jumlah : Rp317.400,00; 

 ( Tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah ) 

                   

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


